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Ketika pasangan suami-istri bercerai, tetap ada hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh keduanya, diantaranya yaitu ada nafkah iddah maupun mut’ah.
Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. memutus untuk
memerintahkan suami membayar kepada istri berupa nafkah iddah dan mut’ah yang
cukup besar yaitu Rp. 3.000.000 untuk nafkah iddah dan Rp. 30.000.000 untuk
mut’ah dan pembayarannya ditunaikan kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan.
Namun dalam putusannya Majelis Hakim tidak banyak mempertimbangkan tentang
pembayaran dan penentuan besaran kadarnya terkhusus nafkah iddah dan mut’ah
ini. Sehingga putusan ini berakhir tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak
hadir di persidangan untuk pengikraran talak karena merasa tidak mampu
membayar sejumlah beban biaya yang tersebut dalam putusan dan berujung ikatan
perkawinan keduanya tetap utuh.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum
oleh hakim serta implikasi hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda
Nomor 1401/Pdt.G/2021.Pa.Smd terhadap ketentuan pemberian dan besaran
nafkah iddah dan mut’ah. Serta untuk mengetahui tentang bagaimana Putusan
Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd dalam
menentukan pemberian dan besaran nafkah iddah dan mut ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum pada penelitian
ini menggunakan Putusan PA Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd sebagai
bahan hukum primer serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier, dengan
teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil dan temuan pada penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam merumuskan
putusan ini belum memenuhi suatu putusan yang ideal karena masih tidak memuat
dasar alasan yang jelas dan rinci dalam putusannya. Selain itu, Majelis Hakim
dalam memutus putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini terkhusus terkait
ketentuan memberikan nafkah iddah dan mut ’ah dan waktu pembayarannya Majelis
Hakim berdasarkan kepada hasil kesepakatan bersama dalam mediasi serta Sema
Nomor 1 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian,
namun tanpa mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan
kemampuan Pemohon dalam melaksanakan kesepakatannya, yang berakhir
Putusan tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak mengucapkan ikrar talak. Ini
berimplikasi pada hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, ikatan
perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian
tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.



